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EDITORIAL

Batalkan Pemekaran Papua

Pemekaran Papua bukan solusi. Fakta dan data menunjukkan pemekaran wilayah membuat chaos daerah baru.

f v & +

Tlustrasi: Tempo/Kuswoyo

- Pemerintah perlu menindaklanjuti aspirasi Majelis Rakyat Papua yang menolak pemekaran wilayah.
- Penambahan provinsi baru belum melibatkan penduduk setempat.

- Akan lebih terlihat konkret kalau pemerintah memprioritaskan pembentukan sejumlah institusi yang diamanatkan UU Otsus, seperti pengadilan hak asasi manusia,
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Hukum Ad Hoe, dan peradilan adat.
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IDE poemeltaran Papua kembali menunjukkan tabiat Jakarta vang suka
memaksakan Rehendalk, Alih-alih mendengarkan aspirasi orang Papua untuk
sogala kebljakan vang menvangkut hajat hidup dan masa depan mercka. para
pejabat pemerintah pusat giat melobl sana-sinl untulk mengegolkan rencana itu
tanpa mengajal bicara Majelis Rakyat Papua.

MMajelis ini mewalili masyvarakat adat dan kultural Papua. Penambahan provinsi
sccara tidak partisipatif seperti ini kembali akan memicu konflik vang tak
berkesudahan di Bumi Conderawasih Pengalaman panjang konflik rupanyva tak
Eunjung membuat insaf politikus Jakarta.
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Lagi pula. memeecah wilavah Papua alkan dibgcapsebagal strategl Jakarta
mengkotak-kotakkan orangPapua ke dalam wadah wang lebih kecil. Dengan
begitu, Jakarta akangdengan mudah mengontrolnyva. Pandangan scperti ini akan
kian kuat. mengingat gagasan Wi digadang-gadang ka.DPR melalul pembahasan
Rancangan Undang-Undang PomckaranMWilavah Papua tanpa partisipasi orang
Papua sendiri.

Ada tiga provinsi baru di Papua™angs disahkan melatul beleid berbeda-beda pada

12 April 2022: Papua Sclatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. DPR

mendaku rancangan ini schagali inisiatit mereka. Tak cukup hanva itu. pemerintah

hendak menambah dua provinsi lagi dalam wadah tujuh wilavah adat.
Berbeda dengan pemerintah ataupun DPR, MEFP meoencium adanyva Kepentingan
lain di luar soal efektivitas pemerintahan seperti dalih Jakarta. Menurut MRPE

dalam amar gugatan UU Otonomi Khusus Papua ke Mahkamah Konstitusi,

pemocahan kian mempersempit hak orang Papua menentukan nasib sendiri.

Argumen MRP scecara konstitusi juga kuat. Mereka menggugat Pasal 76 U

Otonomi Khusus vang menyvebutkan pembentukan provinsi baru di Papua boleh
melangkahi dacrah persiapan. Padahal tahapan dacrah persiapan ini wajib ada
seperti diatur dalam Undang-Undang IWomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Dracral.
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gagal berkembang. Ratusan dacrah baru itu tetap menggantungkan anggaran ke
pusat. Itu pula sebabnva. pemerintah memberlakukan moratorium pemcekaran
wilayvah. Jika Kini Papua akan dimekarkan, pemerintah sepertl menjilat ludah

sendiri.

Pemecahan Papua menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat juga menjadi bulktl
bahwa pemekaran bukan solusi. Pendapatan asli daerah dua provinsi kava sumber
dava alam ini masih jauh di bawah 30 persen pada 2021, Papua Barat bahkan tak

kunjung beranjak dari daftar terbawah wilavah termiskin di Tanah Air

Jauh sebelum pemekaran. otonomi khusus Papua juga gagal menjadi solusi
problem pulau ini. Apa sebabnyva? Kebijakan datang dari atas. Orang Papua hanva
diminta mencerima kKebijakan Jalkatta tanpa bisa menampiknyva. Kajian Universitas
Cenderawasih pada 2010A4catang otonomd khusus menyampulkan kegagalan
otonomi khusus akibatptumpang tindih aturan hukiunm melalud peraturan dacrah

khusus dan peraturan dacrah provinsi.

Alih-alih bernafsu memecah Papua ke dalam wilavah keeil, Takarta mesti
mementhi kewajiban vangdiamanathianmotonomiskhasusrsepert] membentuk
pengadilan hak asasi manasia mendirikan komisifrekonsitiasi, hingga membuat

peradilan adat untuk mengural masalah-masalah pelik di provinsi it

Dengan pelbagal data. fakta, dan sejarah itu, pemekaran Papua jelas bukan solusi.
Apalagi jika argumen pemerintah bertumpu pada soal keamanan. Justru

munculnyva kelompok-kelompok bersenjata di FPapua terjadi akibat Jakarta selalu
salah mendiagnosiz problem di sana. Maka, untuk tahu diagnosis dan menentukan
abat vang tepat. tiada lain hanva dengan bertanva lebih dulu kepada orang Papua

aendird.

#Konflik di Papua #0Otonomi Khusus Papua #ionflik Papua #Pemekaran Papua
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